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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penelitian dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Faktor-faktor penyebab adanya pelanggaran pemilihan umum 

kepala daerah adalah potensi manipulasi pemilih, politik uang, 

penyelenggara Pemilu, black campaign dan hoax, logistik Pemilu 

(surat suara, formulir-formulir, dan lainnya) yang kualitasnya tidak 

sesuai dengan aturan, dan manipulasi perhitungan suara. 

2. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemilihan umum kepala 

daerah perlu dilakukan upaya preventif dan penegakan hukum 

yang efektif terhadap berbagai potensi masalah yang dapat 

mengganggu jalannya pemilihan umum kepala daerah yang 

demokratis dan konstitusional. Hal ini dimaksudkan agar berbagai 

potensi masalah yang dapat mengganggu pemilihan umum kepala 

daerah dapat diminimalisir sejak dini. 

 

B. Saran 

Masyarakat sudah semestinya harus sadar terhadap aturan yang 

telah berlaku, khususnya pelanggaran Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan mendukung pelaksanaan aturan agar tercapai kegunaan 
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hukum . Aparat Penegak hukum harus konsisten dalam menegakan 

aturan dan objektif, tidak berat sebelah atau pandang bulu, siapapun 

harus tunduk terhadap hukum.Terkait pelanggaran Pemilihan Umum 

Kepala Daerah DKI Jakarta agar tidak terjadi kecurangan demi 

tercapainya kepastian hukum dan keadilan hukum maka anggota Tim 

relawan atau anggota Tim simpatisan dari setiap fraksi partai 

merupakan anggota Tim Kampanye. 
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